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Seorang petani mengangkat padi panen hasil produksi. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjamin kesejahteraan petani kecil dan kedaulatan pangan.

JAKARTA. 24 September 
ditetapkan sebagai Hari Tani 
Nasional berdasarkan keputu-
san Presiden Soekarno tanggal 
26 Agustus 1963 No 169/1963.  
UUPA diharapkan dapat menja-

di tonggak perubahan kehidu-
pan kaum tani yang lebih baik, 
setelah diketahui telah terjadi 
ketimpangan struktur agraria 
akibat budaya feodalisme dan 
praktik penjajahan kolonial Be-

landa selama 350 tahun.
Tahun 2010 ini adalah 

peri- ngatan UUPA yang ke-50. 
SPI sebagai organisasi gerakan 
petani akan merayakan satu-
satunya Undang-Undang yang 

sangat pro kepada kaum tani 
ini dengan melakukan aksi tu-
run ke jalan pada 24 Septem-
ber 2010 ini. 

Hidup petani, UUPA untuk 
pembaruan agraria sejati. # 
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Aksi SPI Langkat 
Menuntut Pengembalian Lahan

LANGKAT. Ratusan massa  
Serikat Petani Indonesia (SPI) 
Kabupaten Langkat Sumatera 
Utara melakukan unjuk rasa di 
depan Kantor Bupati Langkat 
mendesak Pemda menyelesai-
kan persoalan yang dihadapi 
petani (05/08).

Aksi massa ini adalah bun-
tut pengrusakan lahan per-
juangan milik petani anggota 
SPI Basis Sei Litur Kecamatan 
Sawit Sebrang Kabupaten Lang-
kat oleh PTPN II Kebun Sawit 
Sebrang (14 Juli 2010).  Ribuan 
tanaman, Posko dan Mushalla 
yang dibangun oleh petani di-
rusak oleh ribuan massa yang 
mengatasnamakan PTPN II Ke-
bun Sawit Sebrang.

“Tanah itu milik kami, mi-
lik orang-orang tua kami yang 
telah dirampas oleh PTPN II. 
Kami minta pemerintah daerah 
Kabupaten Langkat lebih ber-
pihak kepada masyarakat dan 
dapat menyelesaikan konflik 
ini” teriak Saenan, Ketua Ba-
dan Pelaksana Basis (BPB) SPI 
Sei Litur

Di Kantor Bupati Kabu-
paten Langkat, massa diteri-

KEBIJAKAN AGRARIA

ma oleh Asisten III Setdakab 
Langkat, Amir Hamzah, Ka-
kan Satpol PP Edy dan Camat 
Sawit Sebrang Suryanto. Amir 
Hamzah berjanji akan menjadi 
mediator antara petani ang-
gota SPI Basis Sei Litur dengan 
PTPN II Kebun Sawit Sebrang 
selambat-lambatnya sampai 
tanggal 20 Agustus 2010 men-
datang.

Sementara Suryanti selaku 
Camat Sawit Sebrang menolak 
menjadi mediator. Menurut 
Suryanti, pihaknya sudah beru-
lang kali mencoba memanggil 
PTPN II Kebun Sawit Sebrang 
tetapi selalu diabaikan.

Massa juga mendatangi 
Kantor BPN (Badan Perta-
nahan Nasional)  dan Polres 
Kabupaten Langkat. Massa di-
terima langsung oleh Kepala 
Kantor BPN Kabupaten Lang-
kat, Nurhayati.

“HGU dari PTPN II Kebun 
Sawit Sebrang belum terbit” 
tegas dari Nurhayati. Dia juga 
berjanji akan memberikan su-
rat pernyataan yang berisikan 
bahwa HGU dari PTPN II Kebun 
Sawit Sebrang belum terbit.#

Dapur Tani

-Henry Saragih -

Tepat 24 September,  Indonesia akan memperingati 
hari kelahiran Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 
1960, yang ditetapkan Presiden Soekarno pada tahun 1963 
sebagai hari tani kaum Indonesia. Soekarno menegaskan 
bahwa hari kelahiran Undang Undang Pembaruan Agraria 
(UUPA) No, 5 tahun adalah hari kemerdekaan kedua Indo-
nesia, karena hakekat dari kemerdekaan adalah mengakhiri 
dominasi asing dalam menguasai ekonomi Indonesia, dan 
kekuasaan politik asing. Di samping tentunya mengakhiri 
bentuk-bentuk penindasan dari dalam negeri sendiri.

Kini 50 tahun sudah usia dari UUPA No. 5 tahun 1960. 
Namun bangsa kita sampai hari ini masih terjajah, pem-
baruan agraria yang dimaksudkan sebagai upaya untuk 
merombak atau mentransformasikan model  dan sistem 
ekonomi yang berwatak kolonial masih terus berlang-
sung. Kaum tani sebagai mayoritas dari rakyat Indonesia 
masih menderita dalam kemiskinan, jumlah rumah tangga 
petani terus meningkat, kemudian terjadi pula peningka-
tan orang-orang tak bertanah di pedesaan, jumlah petani 
gurem meningkat. Sementara itu tanah dan sumber-sum-
ber agraria semakin terpusat pada segelintir orang yang 
menguasai ratusan ribu hektar di bawah sistem usaha 
perkebunan seperti jaman kolonial belanda dulu, dimana 
para buruhnya masih menjadi kuli dan budak, yang lapar 
dan miskin. 

Karena itu marilah kita meneruskan perjuangan yang 
belum selesai untuk membebaskan negeri dari neokolo-
nialisme dan imperialisme. Tentunya neokolonialisme dan 
imperialisme sekarang itu berbeda dengan yang disaksikan 
Soekarno dan pemimpin kita di masa lalu. Sesungguhnya 
perjuangan kita sejak jaman orde baru sampai hari ini su-
dah menampakkan hasil. Ratusan ribu hektar tanah telah 
berhasil dipertahankan dan diperjuangkan untuk didis-
tribukan secara langsung oleh organisasi tani kita, kepada 
orang-orang tak bertanah dan petani gurem. Kemudian 
melalui mekanisme pengadilan, mahkamah konstitusi kita 
telah berhasil menggugurkan sebagian dari isi UU Penana-
man Modal.

Marilah kita jadikan September ini sebagai hari tani 
yang sesungguhnya. Mari organisir rapat-rapat umum. 
Buatlah petisi dan delegasi. Mobilisasilah rakyat tani un-
tuk menunjukkan keberhasilan perjuangan kita dan men-
desakkan agenda perjuangan kita. Hari tani harus menjadi 
hari penting untuk  memerdekakan segenap rakyat Indo-
nesia. Kita harus terus berjuang dan menuntut agar tanah 
diperuntukkan bagi petani kecil. Tanah hanya untuk warga 
negara Indonesia. Tidak boleh ada cara-cara yang berusa-
ha menindas di atas tanah air kita. Tidak boleh ada orang-
orang yang merusak kelestarian alam kita. Itulah yang dia-
manatkan dalam UUPA No. 5 tahun 1960 dan konstitusi 
kita UUD 1945 pasal 33.

Para petani anggota SPI Langkat yang melakukan aksi menuntut pengembalian 
lahan
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Petani dan Hari Tani 24 September 

Sudahkah petani Indonesia se-
jahtera……?
Sudahkah petani Indonesia 
memiliki tanah yang cukup un-
tuk diolah…..?
Sudahkah petani cukup ma-
kan…..?

Pertanyaan di atas inilah 
yang harus kita jawab ber-
sama baik sebagai petani, ak-
tifis petani, pengurus organ-
isasi tani, ataupun pemerintah 
yang mayoritas penduduknya 
kaum tani. Dan kalau kita me-
lihat data dan fakta, kita sepa-
kat  menjawab dengan kata 
“belum”. Ini fakta yang ada di 
Negara agraris yang kita cin-
tai ini, Indonesia.  Berdasar-
kan data Biro Pusat Statistik 
mengemuka bahwa sebagian 
besar penduduk miskin berada 
di pedesaan.

Kita sebagai petani yang 
tergabung dalam organisasi 
petani SPI, hendaknya kritis 
dan berikhtiar untuk terus 
memperjuangkan petani dan 
rakyat di bumi Indonesia ini.

Ada beberapa dalil yang 
mengharuskan kita melakukan 
aksi untuk merubah keadaan 
petani ini:

“ Dan Kami hendak memberi 

HARI TANI 24 SEPTEMBER

Sepasang buruh tani sedang membersihkan padi hasil panen.  Petani jumlahnya 
mencapai 50 persen atau sekitar 112 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia

karunia kepada orang-orang 
yang tertindas di bumi  itu dan 
hendak menjadikan mereka 
pemimpin dan menjadikan 
mereka orang-orang yang 
mewarisi (bumi)” 
( Al-Qashah : 5)
“ Perubahan nasib satu kaum 
(tani) adalah kaum (tani) itu 
yang merubahnya sendiri” 
(Ar-Ra’du : 11)”
“ Petani adalah tuannya/
pemilik Negara” (Hadits)
 “ Kebathilan yang terorganisir 
hanya dapat dikalahkan oleh 
kebenaran yang terorganisir 
pula” (Hadits)

Indonesia adalah Negara 
agraris nan subur yang terle-
tak di sepanjang garis khatu-
listiwa, dimana sebagian besar 
rakyatnya hidup turun temu-
run sebagai petani.  Bila kita 
ingat sejarah sewaktu Presiden 
Soekarno meresmikan gedung 
Fakultas Pertanian IPB tahun 
1953, dalam pidatonya yang 
dikenal dengan judul “Antara 
Hidup dan Mati”,  beliau mene-
kankan bahwa masalah besar 
yang di hadapi bangsa Indone-
sia adalah bagaimana memberi 
makan penduduk.   

Nah karena kondisi inilah, 
Petani ditempatkan pada po-

sisi yang bertanggung jawab 
memberi makan penduduk, 
disamping masih harus me-
menuhi kebutuhan untuk diri 
sendiri dan keluarganya.  Arti-
nya peran petani sangat mulia 
dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara.

Pada 24 September 1960, 
diharapkan tanggung jawab 
dan peran mulia kaum tani 
sebagai pemberi makan pen-
duduk bisa dijalankan.  Karena 
Pada tanggal 24 september ini, 
dibuat Undang Undang dasar 
Pokok Agraria (UUPA), yang 
diharapkan menjadi tonggak 
perubahan kaum tani dan di-
angkatnya harkat dan marta-
bat petani Indonesia. Hari yang 
bersejarah inilah yang biasa 
kita maknai sebagai Hari Tani 
Nasional 24 September.

Setiap tahunnya pada tang-
gal 24 September adalah Hari 
Tani yang diperingati oleh para 
petani dengan berbagai cara 
dan bentuk di mana-mana. 
Hari yang dianggap istimewa 
biasanya dilahirkan oleh dua 
peristiwa besar yakni peris-
tiwa sebuah kemenangan yang 
indah, membanggakan dan me-
nyenangkan atau sebaliknya 
peristiwa kekalahan yang pahit 
memilukan-lantas diperingati, 
dikenang, dicatat agar tak di-
lupakan. Sederhananya seman-
gat momentum hari tani ini 
hendaknya dijadikan sebagai 
renungan bersama, mengingat 
mayoritas penduduk Indonesia 
adalah petani. 

Hari tani 24 September 
sebagai hari yang bersejarah 
dan pemberi semangat 
untuk perubahan kaum 
tani di Indonesia, dengan 
cara memperingatinya dan 
menyebarluaskan tentang 
pentingnya peran petani di 
Indonesia.  Bentuk peringatan 
bisa kita buat sedemikian rupa 
agar semua orang, kalangan 
luas, dan pemerintah lebih 
memperhatikan nasib kaum 
tani.

Petani dan Hari Tani adalah 
ibarat petani dengan cangkulnya 
yang tak terpisahkan, karena 

setiap sektor masyarakat 
pastilah punya hari yang 
bersejarah dan ataupun hari 
raya nya tersendiri. 

Pada 24 september inilah 
harinya petani Indonesia, 
karena pada hari ini dibuat satu 
kebijakan UUPA yang mengatur 
tentang hak-hak dan kewajiban 
kaum tani, mengatur hak 
atas tanah, hak atas sumber-
sumber agraria untuk dikelola 
dan dimanfaatkan sebesar-
besarnya u kemakmuran petani 
dan bangsa. 

Penetapan Hari Tani 
Nasional berdasarkan 
keputusan Presiden Soekarno 
tanggal 26 Agustus 1963 
No 169/1963 menandakan 
pentingnya peran dan posisi 
petani sebagai entitas bangsa.

Secara umum kegiatan 
SPI bisa kita klasifikasikan 
kedalam 3B yakni Berkumpul, 
Belajar, dan Berjuang.  

B yang terakhir inilah 
(Berjuang) yang harus terus 
melekat dalam setiap aktifitas 
organisasi SPI. B terakhir inilah 
yang bias kita implementasikan 
dalam bentuk aksi-aksi SPI, baik 
aksi dilapangan dalam bentuk 
reklaiming, aksi produksi, 
maupun aksi jalanan dalam 
bentuk demonstrasi atau unjuk 
rasa.

Demonstrasi atau Aksi 
Massa besar di hari tani 24 
September, bukanlah hal yang 
tabu, negatif atau anarkis. Tapi 
merupakan bentuk ekspresi 
yang produktif dari sekelompok 
orang yang berisikan tuntutan 
atas keadaan, informasi 
kenyataan, luapan kesadaran 
dan bahkan merupakan bentuk 
pendidikan kritis kebangsaan.  
Hal ini jelas legal, karena diatur 
oleh perundang-undangan yang 
berlaku, yakni UU No. 9 Tahun 
1998 tentang Kemerdekaan 
Menyatakan Pendapat Di Muka 
Umum.

Syahroni, 
Ketua Departemen 
Pendidikan, Pemuda,
Budaya dan Kesenian SPI
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KONFLIK AGRARIA

Sengketa Lahan di Jambi agar Segera Dituntaskan

JAKARTA: Dewan Pengurus 
Pusat Serikat Petani Indonesia 
(DPP SPI) meminta pemerintah 
segera menuntaskan sengketa 
lahan perkebunan yang masih 
berlangsung di Provinsi 
Jambi agar tidak semakin 
menimbulkan kerugian yang 
besar bagi para petani di 
daerah tersebut.

Henry Saragih, Ketua 
Badan Pengurus Pusat (BPP) 
SPI, mengatakan pemerintah 
sudah waktunya memberikan 
perhatian yang lebih serius 
terhadap sengketa lahan 
perkebunan yang selama ini 
masih berlangsung di Provinsi 
Jambi. 

“Kami meminta pemerintah 
agar segera bertindak 
menyelesaikan konflik agraria 

Sarwadi (berdiri), Ketua SPI wilayah Jambi sedang mengkonsolidasikan para petani anggota SPI Jambi di lahan perjuangan.

ini,” ujar Henry.
Dia menjelaskan, konflik 

antara masyarakat setempat 
dan perusahaan hutan 
tanaman industri (HTI)  sudah 
berlangsung selama tiga tahun 
dan tidak pernah ada solusi bagi 
petani. Padahal,  Pemerintah 
Provinsi Jambi pernah berjanji 
untuk memberikan lahan HTI 
seluas 40 ribu hektar kepada 
para petani di lima kabupaten 
di wilayah tersebut, namun hal 
itu tidak kunjung direalisasikan 
hingga kini.

Pada pekan lalu, konflik 
perebutan lahan antara petani 
dan investor di Provinsi Jambi 
kembali memanas, peningkatan 
suhu konflik berkembang di 
sejumlah wilayah di Kabupaten 
Batanghari dan Tebo.

Di Kabupaten Batanghari, 
misalnya, konflik melibatkan 
perusahaan perkebunan sawit 
PT Tunjuk Langit Sejahtera 
dan PT Asiatic Persada, 
sementara di Kabupaten Tebo, 
masyarakat menolak masuknya 
perusahaan tanaman industri 
PT Lestari Asri Jaya. Upaya 
pengambilalihan kembali 
lahan milik masyarakat di 
wilayah itu, lanjut Henry, telah 
sering dilakukan oleh petani,  
sebagai protes atas tidak 
direalisasikanya akad kredit 
tanah bagi mereka, walaupun 
angsuran kredit selama lebih 
dari sepuluh tahun telah 
melampaui nilai utang petani.

Namun, upaya petani 
mendapat perlawanan 
dari pihak perusahaan 

yang menggunakan aparat 
bersenjata, bahkan Henry 
menyebutkan pertikaian 
tersebut mengakibatkan 
seorang petani tertembak pada 
Mei 2010 lalu. Hingga kini aparat 
bersenjata, baik berseragam 
maupun berpakaian preman, 
masih terus berjaga di 
sekitar perkebunan dan 
menahan petani yang hendak 
mengangkut hasil panen sawit 
mereka.

Kemudian pada 
awal bulan lalu, DPP SPI 
memperoleh informasi tentang 
tertembaknya dua warga 
Desa Senyerang, Kecamatan 
Senyerang, Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat, dengan peluru 
karet oleh oknum aparat Polres 
Tanjung Jabung Barat.

Untuk itu kami dari Serikat 
Petani Indonesia meminta 
kepada ke Pemerintah agar 
bertindak untuk menghentikan 
konflik agraria ini. Pemerintah 
sejauh ini belum mengambil 
langkah preventif  dalam 
membuat regulasi penyelesaian 
konflik agraria di Indonesia,” 
papar Henry. Selama ini 
penyelesaian konflik lahan,  
dipercayakan pemerintah 
melalui Badan Pertanahan 
Nasional melalui Deputi V 
BPN Bidang Pengkajian dan 
Penanganan Sengketa dan 
Konflik Pertanahan,” Ujar 
Henry.

Namun dia memastikan 
bahwa BPN belum mampu 
melaksanakan penyelesaian 
konflik agraria sepanjang 
enam dasawarsa terakhir. 
Dia juga mengimbau kepada 
pemerintah agar tidak 
menyelesaikan konflik agraria 
di Indonesia hanya dari 
perspektif   administratif, 
namun penyelesaiannya harus 
juga diselesaikan melalui 
kebijakan politik dengan 
menggunakan pendekatan 
historis.#

Aksi Massa SPI, 24 September 2010 Peringatan 50 Tahun UUPA No.5 Tahun 1960 : 
"Laksanakan Segera Pembaruan Agraria Sejati (PAS) demi Keadilan Sosial Indonesia” 

www.spi.or.id
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Peserta pelatihan pemimpin gerakan sosial yang diselenggarakan oleh La Via 
Campesian bekerjasama dengan MST Brasil.

SEREMONIA

La Via Campesina Selenggarakan Pelatihan Pemimpin Gerakan Sosial

MAPUTO. Sekitar 40 orang 
aktifis perempuan, petani 
dan buruh dari gerakan sosial 
pedesaan berpartisipasi dalam 
program pendidikan politik 
anggota La Via Campesina yang 
berasal dari negara-negara 
berbahasa Portugis seperti 
Mozambik, Brasil, Angola dan 
Guinea Bissau (05/08).

Program yang dilaksanakan 
untuk kedua kalinya ini 
dilakukan di Marracuene, 
sebuah kabupaten di selatan 
Maputo-Ibukota Mozambik. 
Joao Carlos Palate, wakil 
presiden UNAC (União Nacional 
de Camponeses-Serikat 
Petani Nasional Mozambik) 
menyebutkan bahwa  program 
ini cukup fundamental karena 
memungkinkan pertukaran 
pengalaman dan memperkuat 
kepemimpinan masing-masing 
gerakan. 

"Dengan penguatan 
gerakan sosial ini, kita akan 
memenangkan perjuangan 
melawan imperialisme. Kita 
harus yakin akan mencapai 
kemenangan," kata Joao Carlos 
dalam sambutannya pada acara 
pembukaan program ini. 

Maria Gorete, salah seorang 
pengajar menyebutkan bahwa 
program ini terinspirasi 
dengan ungkapan: "Didiklah 
kaum laki-laki dan perempuan 
untuk memenangkan perang 
dan menciptakan masyarakat 
baru" yang dipopulerkan oleh 
Samora Machel (Presiden 
pertama Mozambik).

Maria juga mengungkapkan 
bahwa peserta kursus 

menggunakan pelatihan  untuk 
menghilangkan batas-batas 
tradisional yang mencegah 
mereka untuk saling berbagi 
pengetahuan ataupun berbagi 
bibit, sesuatu yang saat ini 
dilakukan oleh perusahaan 

multinasional.  
Inisiatif untuk 

menyelenggarakan pelatihan 
dan program pertukaran 
ini datang dari Konferensi 
Internasional Keempat La 
Via Campesina di Brasil pada 

tahun 2004 dan ditegaskan 
kembali di Maputo pada bulan 
Agustus 2008. Dinamika ini 
terlihat kuat selama Konferensi 
Internasional Kelima La Via 
Campesina di Maputo tahun 
2008 yang lalu, ketika pelatihan 
teknis dan pendidikan politik 
diidentifikasi sebagai pusat 
pengembangan gerakan social 
di dunia. 

Di Maputo ini, gerakan-
gerakan sosial berkomitmen 
untuk memperkuat 
gerakan tani di Afrika dan 
mengembangkan solidaritas 
internasional dengan benua, 
yang telah menjadi korban 
eksploitasi kapitalisme. 

Dalam kemitraan dengan 
UNAC, MST (Movement of 
Landless Workers-Gerakan 
Buruh Tak Bertanah) Brasil 
adalah menjadi salah satu 
penyelenggara program ini.
"Kami ingin memperdalam 
program pertukaran yang 
telah dibangun selama lebih 
dari satu dekade dengan UNAC, 
kami juga membawa beberapa 
aktivis dari Brazil untuk 
mengenal kepemimpinan UNAC 
dan negara-negara lainnya di 
Afrika." Ungkap Maria Gorete 
yang juga aktivis MST dan 
anggota La Via Campesina.#

www.viacampesina.org

Klik:
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Sekilas Sejarah La Via Campesina

ANALISIS

La Via Campesina terbentuk 
di dalam konteks ekonomi, 
politik dan sosial yang khas, 
yang mengembangkan 
kemampuan petani di seluruh 
dunia untuk mempertahankan 
kontrol mereka atas lahan 
dan benih yang mereka miliki. 
La Via Campesina muncul 
ketika sebuah model baru 
pembangunan pedesaan 
mengubah lansekap di berbagai 
pedesaan, yang membuat 
kearifan lokal menjadi 
tidak relevan dan mengikis 
kebudayaan pedesaan. Unsur-
unsur utama pembentuk 
fenomena ini di satu sisi ialah 
globalisasi model pertanian 
industrial modern dan, di sisi 
lain, pencarian atas pendekatan 
alternatif oleh para korban 
dislokasi yang disebabkan 
oleh bangkitnya globalisasi 
tersebut.

Pada Mei 1993 dalam sebuah 
konferensi di Mons, Belgia, 
empat puluh enam perwakilan 
(laki-laki dan perempuan) 
dari organisasi-organisasi 
petani kecil, masyarakat adat, 
dan buruh tani dari berbagai 
belahan dunia secara formal 
membentuk La Via Campesina. 
Tetapi, benih-benih pembentuk 
La Via Campesina sudah ada 
sejak masa yang lebih lampau. 
Selama tahun 1980-an, para 
pendiri La Via Campesina 
berpartisipasi dalam berbagai 
dialog dan program pertukaran 
dengan rekan-rekan 
seperjuangan, baik dengan 
rekan yang berada di region 
mereka maupun di luar region 
secara internasional.  

Hal ini kemudian berujung 
kepada terciptanya gerakan 
rakyat regional seperti CPE 
di Eropa dan ASOCODE 
serta CLOC di Amerika 
Latin. Berbagai dialog dan 
program pertukaran yang 
dilakukan juga berujung pada 
ditandatanganinya Deklarasi 
Managua oleh perwakilan dari 
delapan organisasi pertanian 
dari Amerika Tengah, Karibia, 
Eropa, Kanada dan Amerika 
Serikat yang berkumpul 

untuk berpartisipasi di dalam 
Kongres Kedua Unión Nacional 
de Agricultores y Ganaderos 
(UNAG) yang diadakan di 
Managua, Nikaragua pada 
tahun 1992.

La Via Campesina dibentuk 
di negara-negara Utara dan 
Selatan karena tujuan-tujuan 
yang sama: penolakan eksplisit 
atas model pembangunan 
pedesaan neo-liberal, 
penolakan absolut untuk tidak-
diikutsertakan dari kebijakan 
pembangunan pertanian 
dan determinasi yang kuat 
untuk tidak-dihilangkan serta 
komitmen kerjasama untuk 

memberdayakan suara petani. 
Melalui strategi “membangun 
kesatuan di dalam perbedaan” 
dan konsep kedaulatan pangan 
mereka, petani dan organisasi-
organisasi petani di berbagai 
belahan dunia bekerjasama 
untuk memastikan 
kesejahteraan masyarakat 
pedesaan.

Tujuan La Via Campesina 
ialah untuk menciptakan 
perubahan di pedesaan—
perubahan yang meningkatkan 
kesejahteraan hidup, 
meningkatkan produksi pangan 
untuk konsumsi lokal, dan 
membuka perubahan ruang 

demokratis yang membawa 
pemberdayaan masyarakat 
pedesaan menuju peran, 
posisi dan bagian yang besar 
dalam pembuatan kebijakan 
pada isu-isu tertentu yang 
mempengaruhi kehidupan 
mereka. 

Pergerakan ini percaya 
bahwa perubahan semacam 
ini hanya dapat tercapai ketika 
masyarakat lokal mendapatkan 
akses dan kontrol yang lebih 
besar atas sumberdaya 
produksi serta kekuatan 
sosial-politik yang lebih besar. 
Semenjak penandatangan 
GATT via Putaran Uruguay pada 
tahun 1994, para perwakilan 
dari organisasi pedesaan dari 
Utara, Selatan, Timur dan 
Barat yang terorganisasi di 
dalam La Via Campesina telah 
berjalan bersama di jalanan-
jalanan kota Jenewa, Paris, 
Seattle, Washington, Québec, 
Roma, Bangalore, Porto Alegre, 
Cancún dan Hong Kong. 
Kapanpun dan dimanapun 
institusi internasional seperti 
WTO, Bank Dunia, dan FAO 
mengadakan pertemuan untuk 
membahas isu-isu pangan dan 
pertanian, La Via Campesina 
selalu hadir. 

La Via Campesina juga 
hadir di tengah masyarakat 
lokal ketika para petani dan 
keluarga-keluarga petani yang 
tinggal di berbagai negara 
seperti Honduras, Mexico, 
Brazil, Guatemala, Indonesia, 
berbagai negara Eropa, dan 
Kanada melawan penyebaran 
benih yang direkayasa secara 
genetik atau diusir dari 
tanah mereka dalam rangka 
pemekaran desa, pembangunan 
lapangan golf, pembangunan 
tambak-tambak udang 
terkonsentrasi, peternakan 
babi skala besar ataupun 
perkebunan eukaliptus.

Bagi banyak pihak, semua 
hal ini sangatlah mengejutkan. 
Selama lebih dari seratus tahun, 
semua orang yang berpikir 
bahwa mereka mengetahui 
apa yang sedang terjadi di 
pedesaan di berbagai belahan 

(Atas) Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina bersama Presiden 
Venezuela, Hugo Chavez dalam World Social Forum tahun 2005 di Brasil
(Bawah) Peserta Konferensi keempat La Via Campesina di Maputo-Mozambik  
pada tahun 2008
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Sambungan dari hal. 6 Sejarah...

dunia telah memprediksikan 
hilangnya pertanian (berbasis 
keluarga) berskala kecil. Dan 
dalam pandangan mereka, 
tentunya pada saat ini 
pertanian-pertanian kecil 
telah hilang seluruhnya, tetapi 
yang sebenarnya terjadi ialah 
para petani kecil di berbagai 
belahan dunia menggabungkan 
diri dengan La Via Campesina, 
La Via Campesina menjadi 
suara sumbang di tengah-
tengah refrain lagu-lagu 
pujian terhadap globalisasi. 
Keberadaan La Via Campesina 
menjadi terlihat dengan 
jelas. Dengan menggunakan 
topi hijau tua, bandana, kaus 
putih dan mengibarkan 
bendera hijau bergambarkan 
logonya yang berwarna cerah 
sembari meneriakkan slogan-
slogannya dengan enerjik, La 
Via Campesina telah menjadi 
sebuah suara oposisi radikal 
yang makin lama makin 
terdengar jelas melawan 
globalisasi dan model pertanian 
neo-liberal-korporasi.

Perlawanan ini (La Via 
Campesina) melakukan 
tindakan yang ekstrim pada 10 
September 2003 – hari pertama 
Konferensi Tingkat Menteri 
WTO yang diadakan di Cancún, 
Mexico – dengan kematian 
tragis seorang petani Korea, 
Lee Kyung Hae. Lee, bersama 
dengan 120 warga negara 
Korea lainnya, bergabung 
dengan delegasi-delegasi La 
Via Campesina di Cancún 
dalam usaha mengeluarkan 
WTO dari pertanian. Dengan 
mengenakan tanda –WTO 
Membunuh Petani (WTO Kills 
Farmers)– Lee berjalan ke atas 
pagar kawat tinggi yang telah 
dibangun untuk ‘melindungi’ 
para pelaku negosiasi dari para 
pelaku protes dan ia kemudian 
menghunjamkan belati ke 
dadanya, hingga dia kehilangan 
nyawa. 

Aksi perlawanan yang tragis 
dan luar biasa ini menyimbolkan 

apa yang telah dinyatakan oleh 
La Via Campesina selama ini: 
liberalisasi pertanian ialah 
perang terhadap petani-petani 
kecil, liberalisasi pertanian 
menghancurkan komunitas 
pedesaan dan menghancurkan 
keluarga-keluarga petani. 
Teriakan putus asa Lee akan 
perubahan secara bertahap 
membantu memperkuat La 
Via Campesina yang telah 
mendeklarasikan bahwa 10 
September ialah ’Hari Protes 
Internasional terhadap WTO’. 
Pada hari itu, organisasi-
organisasi di berbagai negara 
memobilisasi diri mereka 
untuk menuntut kedaulatan 
pangan. Kematian Lee jelaslah 
tidak sia-sia.

Eksistensi La Via 
Campesina, yang semakin jelas 
terlihat sebagai sebuah aktor 
sosial kunci berakar secara 
kuat pada masyarakat lokal 
yang semakin lama semakin 
terkait dengan dan semakin 
memiliki kemmpuan dalam 
panggung internasional, 
telah menarik perhatian dari 
banyak organisasi pedesaan 
dalam pencarian mereka atas 
alternatif-alternatif baru. 
Antara tahun 2000 dan 2004, 
pergerakan ini telah tumbuh 
besar sampai lebih dari 41 
persen. Ketika pergerakan 
ini mengadakan Konferensi 
Keempat di Itaci, Brazil pada 
Juni 2004, 42 organisasi 
bergabung dengan La Via 
Campesina. La Via Campesina 
saat ini telah memiliki anggota 
berupa 149 organisasi dari 56 
negara.

Banyak kesuksesan La Via 
Campesina disebabkan oleh 
fakta bahwa La Via Campesina 
menyeimbangkan—dengan 
kepedulian dan usaha yang 
luar biasa—kepentingan 
yang berbeda-beda dari para 
organisasi anggotanya dan 
La Via Campesina juga secara 
terbuka menangani isu-isu 
seperti jender, ras, kelas, 

kebudayaan dan hubungan 
Utara-Selatan yang secara 
potensial dapat mengakibatkan 
perpecahan. 

Menurut La Via Campesina, 
konflik yang sebenarnya 
terjadi tidaklah antara para 
petani di Utara dengan para 
petani di Selatan. Perjungan 
dari para petani di Selatan 
dan Utara justru secara 
diametral menentang model 
pembangunan sosial ekonomi 
yang ada saat ini. Di satu sisi, 
sebuah model pembangunan 
neo-liberal yang terglobalisasi 
dan diarahkan oleh korporasi 
dimana pertanian dilihat secara 
eksklusif sebagai sebuah cara 
mendapatkan keuntungan dan 
sumberdaya yang produktif 
makin terkonsentrasi ke 
tangan-tangan agro-industri. 

La Via Campesina, di sisi lain, 
menawarkan pandangan yang 
lebih manusiawi dan sangat 
berbeda tentang dunia yang 
dilandaskan oleh kadaulatan 
pangan. Dalam dunia ini, 
pertanian diarahkan oleh para 
petani kecil, dilandaskan atas 
produksi para petani kecil, 
menggunakan sumber daya 
lokal dan diarahkan kepada 
pasar domestik. Dalam mode 
ini, pertanian memainkan 
fungsi sosial yang sangat 
penting sembari menjaga 
keberlangsungan ekologi dan 
ekonomi.

Pembentukkan dan 
konsolidasi La Via Campesina 
ialah sebuah bukti hidup 
bahwa para petani kecil dan 
keluarga-keluarga petani 
tidaklah bekerjasama dalam 
proses restrukturisasi ekonomi 
neo-liberal dan mereka juga 
tidak hanya secara pasif 
menjadi korban marjinalisasi 
dan peningkatan kemiskinan, 
melainkan mereka melawan 
globalisasi model pertanian 
korporasi. 

Para petani kecil 
menggunakan tiga senjata 
tradisional kaum lemah 

– organisasi, kerjasama 
dan komunitas – untuk 
mendefinisikan ulang 
kata ‘pembangunan’ dan 
membangun sebuah model 
pertanian alternatif yang 
didasarkan atas prinsip-
prinsip keadilan sosial, 
keberlangsungan ekologis dan 
penghormatan atas budaya 
serta ekonomi para petani kecil. 
Ini melibatkan pembangunan 
sebuah alternatif yang 
menjangkau koperasi-koperasi 
pertanian kecil, bank benih 
lokal, skema perdagangan 
yang adil dan mengklaim 
kembali cara-cara bertani 
tradisional. Hal ini juga berarti 
mengkaitkan usaha-usaha 
tersebut ke dalam upaya-upaya 
di tingkat nasional, regional 
dan internasional.

Dalam membentuk La 
Via Campesina, organisasi-
organisasi petani secara efektif 
terinternasionalisasikan dan 
berhasil membuat sebuah 
ruang yang tersendiri bagi 
mereka di arena internasional. 
La Via Campesina mengisi ruang 
tersebut dengan suara-suara 
petani kecil, menyampaikan 
tuntutan-tuntutan petani 
dan solusi-solusi alternatif 
dalam rangka usaha melawan 
pemaksaanan penerapan 
model pertanian korporat. 
Solidaritas dan persatuan yang 
ada di dalam La Via Campesina 
menghasilkan sebuah 
hadiah yang paling berharga 
dibandingkan hadiah-hadiah 
lainnya: harapan. Harapan 
bahwa sebuah pertanian yang 
berbeda sangatlah mungkin. 
La Via Campesina telah 
benar-benar membuat kita 
berpikir bahwa perubahan 
tersebut adalah mungkin dan 
bahwa sebuah upaya untuk 
menciptakan solusi alternatif 
sedang dilakukan. 

Hal ini secara jelas terlihat 
dalam slogan La Via Campesina 
“Globalkan Perjuangan – 
Globalkan Harapan”.

LA VIA CAMPESINA
Gerakan Petani Internasional

Reforma Agraria, Keanekaragaman Sumber Daya Alam, 
Kedaulatan Pangan dan Perdagangan, Kaum Wanita, Hak Asasi Petani, 
Buruh Tani dan Pedesaan, Pertanian Berkelanjutan, Kaum Muda Tani
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SEREMONIA

MAPUTO. La Via Campesina 
(Gerakan Petani Internasional) 
menyelenggarakan seminar 
internasional tentang 
membangun aliansi untuk 
kedaulatan pangan dan 
melawan kekerasan terhadap 
perempuan di Maputo, 
Mozambik (26-29 Juli). 

La Via Campesina 
bekerjasama dengan World 
March of Women (WMW) dan 
Friends of the Earth Internasional 
mengundang para perempuan 
pedesaan dari Asia dan Afrika 
untuk bersama-sama berbagi 
ide dan pendapat, sehingga 

menghasilkan keputusan-
keputusan yang akan lebih 
menjamin masa depan para 
petani perempuan.

Yoon Geumsoon, wakil 
La Via Campesina dari Korea 
Selatan mengatakan hingga saat 
ini sudah sering sekali terjadi 
kekerasan terhadap petani 
perempuan. Misalnya ketika 
perusahaan transnasional 
mengambil alih lahan untuk 
ekspansi monokultur, maka 
keluarga petanilah yang diusir. 

“Kaum Perempuan menjadi 
lebih rentan karena tidak bisa 
lagi menjamin makanan bagi 

mereka dan keluarga. Mereka 
sering bermigrasi dan mencari 
pekerjaan berbahaya tanpa hak 
dan cenderung dieksploitasi”, 
ungkap Yoon Geumsoon.

Yoon juga menjelaskan 
bahwa kaum perempuanlah 
yang menderita akibat dampak 
perubahan iklim. Perubahan 
iklim ini sendiri merupakan 
hasil dari solusi yang 
diusulkan oleh perusahaan-
perusahaan transnasional 
seperti monokultur pertanian, 
energi nuklir, menangkap 
dan penyimpanan karbon 
(carbon capture), modifikasi 

genetik, dan pilihan lainnya 
yang sama sekali tidak 
berkelanjutan. Banyak dari 
hal yang disebutkan di atas  
membutuhkan area tanah yang 
luas dan sering menimbulkan 
konflik kekerasan di atas 
lahan.

Masa depan umat manusia 
berada di bawah ancaman 
industri pertanian dan ternak 
serta komersialisasi sistem 
pangan, bersama dengan 
pencemaran udara yang 
disebabkan oleh industri 
besar, yang memprovokasi 
krisis iklim. Kehidupan, 
pengetahuaan, dan budaya 
petani serta masyarakat adat 
sedang berada dalam ancaman, 
begitu juga kecukupan akan 
produksi makanan yang sehat. 

Yoon menambahkan bahwa 
perjuangan melawan kekerasan 
terhadap perempuan dimulai 
di dalam hati dan nurani kita. 
Dia juga menyebutkan bahwa 
bentuk-bentuk kekerasan 
terhadap perempuan 
membutuhkan upaya persatuan 
dalam perjuangan, serta 
komitmen untuk pembangunan 
masyarakat yang lebih adil.

Henry Saragih, Koordinator 
Umum La Via Campesina 
menambahkan bahwa 
kedaulatan pangan adalah 
alternatif global menghadapi 
sistem kapitalis dan krisis 
multidimensi saat ini 
seperti krisis pangan, krisis 
keanekaragaman hayati, krisis 
keuangan, dan krisis energi. 
“ Ini merupakan alternatif 
bagi masyarakat secara 
keseluruhan” tambah Henry 
yang juga Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI) ini.#

Yoon Geumsoon (dua dari kanan) bersama peserta seminar perempuan untuk kedaulatan pangan dan melawan
kekerasan terhadap perempuan, yang diselenggarakan di Maputo-Mozambik (26-29 Juli)

Seminar Perempuan Untuk Kedaulatan Pangan

GLOBALIZE HOPE
GLOBALIZE STRUGGLE!!!

www.viacampesina.org
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Diskusi Publik Memperingati 12 Tahun SPI

MEDAN. Ratusan petani ang-
gota Serikat Petani Indonesia 
(SPI) Wilayah Sumatera Utara 
(Sumut), akademisi, anggota 
ormas dan LSM yang ada di 
kota Medan serta  mahasiswa   
mengikuti diskusi publik yang 
dilaksanakan oleh Badan Pelak-
sana Wilayah (BPW) SPI Sumut 
dalam rangka peringatan hari 
ulang tahun (HUT) SPI ke-12, 
Selasa (03/08) bertempat di 
Aula Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik (FISIP) Universitas  
Sumatera Utara (USU). Diskusi 
ini mengambil tema mencari 
solusi atas penyelesaian kasus 
sengketa tanah di Sumatera 
Utara.

Wagimin, Ketua BPW SPI 
Sumut menjelaskan  tema yang 
diangkat dalam diskusi publik 
ini bersentuhan langsung den-
gan sebagian besar petani ang-
gota SPI Sumut.

“Tema  ini sengaja diangkat 
mengingat terdapat ratusan 
ribu kasus konflik agraria di 
Sumatera Utara  yang belum 
terselesaikan, sehingga perlu 
dicari satu solusi untuk me-
mecahkan persoalan tersebut” 

KEBIJAKAN AGRARIA

ungkap Wagimin dalam samb-
utannya pada pembukaan dis-
kusi publik tersebut.

Diskusi dibagi  menjadi 
dua sesi. Sesi pertama diisi 
oleh Wagimin, , Hasim Purba, 

, dan R. Sodikun selaku Kabid 
II Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Sumatera Utara.

Salah seorang peserta dis-
kusi, Maulina  Ketua Badan 
Pelaksana Basis (BPB) SPI 
Simpang Kopas mengakat ka-
sus  PT Jaya Baru Pertama yang  
sedang berkonflik  dengan 
petani anggota Basis Simpang 
Kopas Kecamatan Bandar Pasir 
Mandoge Kabupaten Asahan, 
Sumut.

“PT Jaya Baru Pertama 
jelas tidak memiliki HGU tetapi 
mengapa mereka tetap diper-
bolehkan menguasai lahan se-
luas 600 Ha” ungkapnya.

Pada sesi kedua, menghad-
irkan narasumber Kepala Biro 
Politik Hukum dan Keamanan 
BPW SPI Sumut, Syahmana 
Damanik dan Dosen  Departe-
men Ilmu Politik FISIP USU, 
Faisal Andri. Sesi kedua mem-
bahas  bagaimana peranan ma-
hasiswa terhadap isu-isu ker-
akyatan terutama mengenai 
konflik agraria yang dihadapi 
oleh petani.#

(Kiri-Kanan) Hendra Harahap, Wagimin-Ketua BPW SPI Sumut, Hasim Purba-dosen Fakultas Hukum USU, dan R. Sodikun-Kabid II Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Sumatera Utara

Bazaar makanan dan produk pertanian organik yang dilakukan oleh para anggota 
SPI Sumatera Utara

PETANI BERSATU 
TAK BISA DIKALAHKAN !!!

www.spi.or.id
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AKSI HARI TANI 24 SEPTEMBER

Petani dan UUPA 1960 (UUPA No. 5 Tahun 1960 Harus Diperjuangkan)

1. Al-Qur’an surat al-Rahman 
ayat 10: “Bumi diciptakan oleh 
Tuhan untuk semua makhluq”
2. Al-Qur’an surat al-A’raf ayat 
24: “Bumi diciptakan seba-
gai tempat hidup dan fasilitas 
bagimu hingga kini”. 

"Setiap muslim yang mena-
nam suatu tanaman atau suatu 
tumbuhan, kemudian tanaman-
nya itu dimakan oleh burung, 
manusia atau hewan, maka itu 
akan menjadi sadaqah bag-
inya." (Hadits Riwayat Bukhari 
Muslim). 

“Uthem Kitri Madhem 
Sudagri, kunis Wicakri (semu-
lianya orang hidup adalah me-
nanam/petani, kalau mau cuk-
up berdagang, dan yang paling 
hina adalah sebagai kuli-Petu-
ah Jawa)”.

Hidup di desa menjadi se-
orang petani, yang kita bayang-
kan adalah suasana kedama-
ian, kenyamanan, kecukupan 
pangan dan kegotongroyongan, 
jika semua hal-hal yang me-
nyangkut unsur-unsur usaha 
tani dimiliki secara hakiki oleh 
petani desa.  Namun faktanya 
hingga detik ini nafas duka 
yang berkepanjangan terus 
dirasakan oleh kaum tani. 

Petani yang pada umum-
nya adalah wong cilik, boleh di 
katakan sehari-hari masalah 
yang dihadapi dan difikirkan 
adalah masalah tanah dan air. 
Tanah dan air adalah dambaan 
petani, karena sangat penting 
dan strategisnya bagi kehidu-
pan dan penghidupannya.  Da-
pat dikatakan bahwa berbicara 
mengenai petani harus serta 
merta berbicara tanah dan air, 
karenanya merupakan Dwi 
Tunggal yang tak terpisahkan.

Tanah dan Air inilah yang 
dimaknai Undang-Undang 
Pembaruan Agraria (UUPA) se-
bagai alas produksi yang pent-
ing bagi petani dan dunia per-
tanian di Indonesia.  Artinya 
berbicara petani adalah tanah 
air dan UUPA.  UUPA  mengand-
ung nilai-nilai dasar secara 
garis-garis besar dan pokok.  

Sampai saat ini telah beru-
mur setengah abad (50 Tahun) 

(1960 – 2010), dan selama 
kurun waktu tersebut perso-
alan agraria berkaitan dengan 
kepemilikan, pengaturan dan 
pengelolaan sumber daya 
alam semakin kompleks dan 
tetap menyengsarakan petani 
miskin.  Hal ini disebabkan 
selama kurun waktu itu pula 
UUPA dipetieskan, atau tidak 
dijalankan secara murni dan 
konsequen.  Padahal seman-
gat UUPA adalah dalam rangka 
melaksanakan amanat konsti-
tusi UUD 1945 pasal 33 ayat 3, 
yang pada hakekatnya meng-
atur hubungan rakyat sebagai 
sosial sistem dan sumber daya 
alam sebagai ekosistem, meru-
pakan dasar kebijakan meng-
atur penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan 
sumber daya alam.

Masalah petani dan UUPA 
adalah masalah negara dan 
bangsa, masalah rakyat, 
masalah generasi dan masalah 
anak cucu kita.  Hal ini berarti 
dengan memperjuangkan dan 

menegakkan UUPA berarti  
memperbaiki persoalan bang-
sa dan negara, menegakkan 
kedaulatan negara dan lebih 
jauh lagi adalah menjaga masa 
depan bangsa yang mandiri 
dan berkelanjutan.

UUPA sebagai Alat 
Memakmurkan Petani 
Indonesia

Semangat UUPA adalah pertim-
bangan corak kehidupan may-
oritas rakyat yang ekonominya 
bersifat agraris.  Hal ini bisa 
dipahami bahwa hampir 70% 
penduduk Indonesia hidup dan 
menghidupi sebagai petani. Di-
sisi lain nilai-nilai religius yang 
terkandung dalam UUPA me-
mandang bahwa bumi, air, dan 
ruang angkasa, sebagai karunia 
Tuhan Yang Maha Esa yang 
mempunyai fungsi yang amat 
penting dalam rangka mem-
bangun kehidupan masyarakat 
yang adil dan makmur.

Betapa pentingnya UUPA 
bagi petani Indonesia secara 
tersirat maupun tersurat, di-
mana tanggal pengesahan 
UUPA yaitu tanggal 24 septem-
ber ditetapkan sebagai HARI 
TANI NASIONAL berdasarkan 
keputusan Presiden Soekarno 
tanggal 26 Agustus 1963 No 
169/1963.  Yang diharapkan 
UUPA dapat menjadi tonggak 
perubahan kehidupan kaum 
tani yang lebih baik, setelah 
diketahui telah terjadi ketim-
pangan struktur agraria akibat 
budaya feodalisme dan praktik 
penjajahan kolonial Belanda 
selama 350 tahun (Sadjarwo, 
2009).

Sangat jelas UUPA bukan 
semata-mata hukum agrar-
ia, melainkan adalah politik 
agraria yang mengatur hubun-
gan petani dengan tanah dan 
air.  Hubungan UUPA dengan 
petani tidak bisa dipisahkan 
satu dengan lainnya, dan oleh 
karena itu komitmen UUPA 

Para petani anggota SPI Sukabumi di depan lahan pertanian organik milik mereka. UUPA No.5 Tahun 1960 menjamin 
kesejahteraan bagi para petani kecil sekaligus lahannya.

Bersambung Ke Halaman 11
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KEORGANISASIAN

BPW SPI Sumut Gelar 
Pendidikan Community Organizer

sangat jelas berorientasi kepa-
da kehidupan petani.

Namum demikian, dalam 
perjalannya UUPA tidak di-
jalankan, persoalan agraria 
atau dengan kata lain konflik 
agraria terus terjadi diberbagai 
wilayah di Indonesia.  Peralihan 
rezim politik orde lama ke orde 
baru, kemudian sampai orde 
reformasi, bahkan sampai seka-
rang, yang menerapkan sistem 
pembangunan ekonomi yang 
berorientasi pertumbuhan dan 
ditopang sistem politik yang 
otoriter justru melanggeng-
kan praktek-praktek ekonomi 
kapitalistik dan mengaburkan 
pemaknaan dan pelaksanaan 
pembaruan agraria sejati.

Konflik agraria terus ter-
jadi dimana-mana dan posisi 
petani terus dalam posisi yang 
kalah dan tertindas, potret ka-
sus anggota SPI di Tanak Awu, 
Bandar Pasir Mandoge-Sumat-
era Utara, Konflik perkebunan 
di Kampar Riau, dan sengketa 
agraria antara PTPN VII dengan 
petani SPI di Rengas Sumatera 
Selatan.  Ini menggambarkan 
bahwa UUPA tidak dijalankan 
oleh pemerintahan Indonesia 
dari zaman ke zaman.

Wacana pembaruan agrar-
ia dengan istilah PPAN yang di-
canangkan oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono, pada 31 
Januari 2007 dan kembali diu-
langi dalam pidatonya di bulan 
Januari 2010 hanya jargon be-
laka, supaya dianggap nampak 
populis dimata rakyat Indone-
sia pada umumnya dan kaum 
tani khususnya.  Implementasi 
3 tahun agenda PPAN (program 
pembaruan agraria nasional) 
tidak jelas dan disorientasi un-
tuk kehidupan petani.  Hal ini 
terbukti dengan konflik agraria 
yang makin marak sepanjang 
tahun 2009 – 2010, tanah ter-
lantar 9,2 juta ha yang akan 
dibagikan tidak jelas lokasinya, 
dan berbagai implementasi 
PPAN yang lebih mengutama-
kan pada pemodal.

Melihat berbagai perkem-
bangan lapangan politik agrar-
ia dari zaman ke zaman, sudah 
sangat jelas bahwa pembaruan 
agraria hanya akan bisa ber-
jalan dan diperjuangkan atas 
prakarsa rakyat/kaum tani 

MEDAN. Biro Pendidikan, Pe-
muda, Budaya dan Kesenian 
Badan Pelaksana Wilayah 
(BPW) SPI Sumatera Utara 
(Sumut) menggelar Pendidi-
kan Community Organizer 
dari tanggal 04 – 06 Agustus 
2010 di sekretariat wilayah 
SPI Sumut.

Henri Chandra Hasibuan, 
Ketua Biro Pendidikan, Pe-
muda, Budaya dan Kesenian 
BPW SPI Sumut menjelaskan 
pendidikan yang berlangsung 
selama tiga hari ini berisikan 
materi Community Organizer 
(CO) yang dijalankan oleh 
SPI  sampai kepada analisis 
sosial dan pengembangan 
organisasi.

" Para peserta mengi-
kuti pelatihan ini dengan cu-
kup antusias, karena mereka 
mengerti bahwa pelatihan 
ini mampu meningkatkan 
kemampuan mereka dalam 
mengorganisir petani-petani 
lain di daerahnya" ungkap 
Henri Chandra.

Pendidikan yang dibuka 
langsung oleh Ketua BPW 
SPI Sumut ini dihadiri kader   
dari Kabupaten Asahan, Deli 
Serdang, Batu Bara, Simalun-
gun, Pak-pak Barat, Mandail-
ing Natal dan Labuhan Batu.

Wagimin, Ketua SPI 
Sumut menjelaskan bahwa 
pendidikan CO ini rutin di-
laksanakan  untuk meng-

yang terorganisir.  Penguatan 
Organisasi Tani Serikat Petani 
Indonesia (SPI), propaganda 
pendesakan pelaksanaan UUPA 
harus terus menerus dilakukan 
oleh barisan tani SPI.  Masa de-
pan Pembaruan Agraria ada di 
tangan kita.

Pembaruan Agraria Sejati 
adalah suatu upaya korektif 
untuk menata ulang struktur 
penguasaan, susunan kepemi-
likan dan penggunaan sumber-
sumber agraria yang timpang 
yang memungkinkan penin-
dasan manusia atas manusia, 
menuju tatanan baru yang ber-
sendi kepada keadilan agraria 
untuk kepentingan rakyat kecil 
(petani, buruh tani, tunakisma, 
dll).

Agenda pelaksanaan Pem-
baruan Agraria Sejati di In-
donesia ini merupakan tema 
utama dari perjuangan Serikat 
Petani Indonesia (SPI) sejak 
dideklarasikan tahun 1998.  
Dengan demikian upaya kam-
panye, propaganda dan segala 
kegiatan yang mendorong terh-
adap pelaksanaan hema utama 
perjuangan SPI ini harus terus 
menerus dilakukan, hal ini 
berkaitan dengan pembangu-
nan citra, identitas SPI sebagai 
organisasi perjuangan PAS

Peran strategis SPI adalah 
sebagai konsolidator utama 
kekuatan Petani dalam men-
desakkan terlaksananya Pem-
baruan Agraria Sejati , sehinga 
Pembaruan Agraria tidak han-
ya menjadi harapan semata, 
cita-cita yang semu, dan bah-
kan hanya dijadikan wacana 
politik non populis tiap periode 
pemerintahan yang berkuasa.  
Oleh karenanya “peningkatan 
kuantitas dan kualitas aksi har-
us terus dilakukan – tiada hari 
SPI tanpa aksi”

Mari Rapatkan Barisan 
Petani SPI untuk mempertah-
ankan UUPA sebagai payung 
hukum agraria dan mendesak-
kan Pembaruan Agraria Sejati 
di Indonesia. Jayalah Petani 
Indonesaia, adil dan makmur 
petani Indonesia.

Syahroni, 
Ketua Departemen 
Pendidikan, Pemuda,Budaya 
dan Kesenian SPI

hasilkan kader-kader SPI yang 
mampu mengorganisir dan 
mengarahkan petani lainnya 
menuju kemandirian. 

“Harapannya peserta da-
pat memahami dan menerap-
kan fungsi, peran, watak, etika 
serta wawasan dan keterampi-
lan yang harus dimiliki seorang 
kader SPI” tegas Wagimin.

“Banyak hal yang kami 
dapat dari pendidikan CO ini, 
tidak hanya materi pendidikan 
bahkan ice breaker yang dibuat 
juga berhubungan dengan 
membangun karakter peserta” 
ungkap Mahfud, kader SPI dari 
Kabupaten Mandailing Natal. #

Para peserta pendidikan kader Community Organizer SPI Sumut

Sambungan dari hal. 10 Petani dan ...

UUPA No. 5 
TAHUN 1960 

UNTUK REFORMA 
AGRARIA SEJATI

www.spi.or.id
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Musyawarah Cabang 
DPC SPI Serang, Banten

Eskavator Perkebunan 
Kembali Rusak Lahan Warga

ORGANISASI KONFLIK AGRARIA

SERANG. Dewan Pengurus 
Cabang (DPC) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Kabupaten 
Serang, Banten mengadakan 
Musyarawah Cabang (Muscab) 
I di Desa Citaman, Kecama-
tan Ciomas (05/08). Peserta 
Muscab berasal dari empat 
kecamatan yakni, Kecamatan 
Ciomas, Binuang, Tirtayasa, 
danPadarincang.

H. Muhdi, Ketua Panitia 
Muscab menyebutkan para 
pengurus telah mempersiap-
kan musyawarah ini dengan 
melakukan pendidikan-pen-
didikan dan rapat di basis. 
”Muscab membahas tentang 
perkembangan organisai dan 
menghasilkan keputusan-
keputusan penting yang akan 
menjadi panduan bagi organ-
isasi”, tutur Muhdi.

Dia menambahkan bahwa 
agenda Muscab  membahas 
dan menetapkan program 
kerja, memilih ketua cabang 
dan memilih anggota ma-
jelis cabang. Sementara itu 
untuk untuk program lebih 
mengedepankan kepada tiga 
hal yakni pembaruan agraria 
dan pembangunan pedesaan, 
penguatan organisasi serta 
politik.

Agus Ruli Ardiansyah, Ket-
ua Departemen Politik, Hukum 

KAMPAR. PT. Sekar Bumi 
Alam Lestari kembali meru-
sak lahan warga. Kali ini den-
gan menggunakan eskava-
tor perusahaan merusak 15 
pohon sawit milik petani SPI 
di Dusun Rumah Tiga, Desa 
Koto Garo, Kabupaten Kam-
par, Riau (28/07).

Edison Dolok Saribu, 
Ketua Basis SPI Dusun Ru-
mah Tiga menyatakan bahwa 
petani telah mengolah tanah 
tersebut sejak tahun 1970-
an. Namun tahun 2000, PT 
Sekar Bumi Alam Lestari 
mengklaim secara sepihak 
tanah tersebut masuk pada 
wilayah HGU miliknya.

“Bahkan sejak 2008, 
sawit masyarakat dipanen 
secara paksa. Jadi PT Sekar 
Bumi Alam Lestari tidak per-
nah menanam kembali tana-
man masyarakat dan justru 
memanennya. Usaha pen-

Para pengurus DPC SPI Kabupaten Serang sesaat setelah pelantikan.

Gambar-gambar eskavator yang merusak lahan petani Kampar, Riau

dan Keamanan SPI menyampai-
kan bahwa  sangat penting bagi 
para petani untuk membangun 
organisasi yang terstruktur 
seperti SPI.

“SPI adalah wadah bagi 
kita, kaum tani yang memiliki 
tujuan sama. Jadi kita sendiri-
lah yang harus memajukan SPI 
ini demi kemaslahatan para 
petani Indonesia” tegas Ruli.

Ruli juga mengungkapkan 
bahwa saat ini cukup banyak 
permasalahan yang dihadapi 
oleh petani mulai dari kepemili-
kan lahan yang rata-rata hanya 
0,3 Hektare per KK, kriminal-
isasi petani, sistem perdagan-
gan hasil tani yang tidak adil 
bagi petani, hingga ketergan-
tungan petani kecil kepada 
para tengkulak. “Kita sebagai 
petani harus berani berubah. 
Ada petani yang tidak berani 
berubah karena takut, tapi ada 
yang karena tidak tahu, agar 
tahu dibutuhkan pendidikan 
untuk petani. Berorganisasi 
itu seperti sapu lidi, jika hanya 
sebatang akan mudah dipatah-
kan jika bersatu akan sulit di-
patahkan dan memiliki banyak 
kegunaan” tambah Ruli.

Muscab akhirnya menetap-
kan H. Muhdi sebagai Ketua 
Badan Pelaksana Cabang (BPC) 
SPI Kabupaten Serang.

gusiran terhadap petani yang 
tinggal di lokasi tersebut juga 
dilakukan beberapa kali” ung-
kapnya.

Kelompok Basis SPI di 
Dusun Rumah Tiga yang dike-
nal dengan basis Kelompok 
Tani Gotong Royong pada 
awalnya mengolah lahan sel-
uas 341,5 Ha, dengan tanaman  
sawit yang telah menghasilkan 
dan berumur 4-10 tahun sel-
uas 40 Ha, tanaman yang be-
lum menghasilkan (umur 0-3 
tahun) + 70 Ha, lahan kosong 
yang sudah dibersihkan + 110 
Ha, sedangkan DAS + 121,5 Ha.

Edison juga menambah-
kan petani tidak menginginkan 
ganti rugi apapun atas perusa-
kan tanaman.

“Kami hanya ingin agar 
lahan dikembalikan kepada 
petani, hal tersebut menjadi 
harga mati yang tidak bisa di-
tawar” tambahnya.#
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Geliat Usaha KSPI Bogor

KOPERASI

Cecep Risnandar (paling kiri) dan Putro Santoso Kurniawan (dua dari kiri) di depan salah satu koperasi SPI di Bogor

BOGOR. Di tengah keterpuru-
kan mayoritas petani di bidang 
ekonomi, koperasi hadir dan 
memberi secercah harapan 
bagi para petani. Koperasi Ser-
ikat Petani Indonesia (KSPI) 
Bogor adalah salah satu con-
tohnya. Walaupun baru tiga bu-
lan berdiri,  namun KSPI Bogor 
telah menunjukkan manfaat 
yang besar bagi petani ang-
gotanya.

“KSPI Bogor  secara resmi 
kami dirikan pada 17 April 
yang lalu bertepatan dengan 
Hari Perjuangan Petani Inter-
nasional, agar semakin terasa 

semangatnya” ungkap Putro 
Santoso Kurniawan, Ketua KSPI 
Bogor.

Hingga saat ini KSPI Bogor 
telah memiliki anggota seban-
yak 92 KK (kepala keluarga) 
dan tersebar di empat basis SPI 
Bogor yakni Cibeureum, Ciaru-
teun, Cikareo, dan Tambilang.
“Keempat KSPI ini berjalan 
cukup lancar dan para petani 
yang merupakan anggota ko-
perasi pun sangat terbantu” 
sebut Putro.

Pria dua anak ini menjelas-
kan unit usaha KSPI Bogor 
terbagi empat yaitu jaringan 

warung tani, industri kompos, 
transportasi dan terminal or-
ganik. Untuk warung tani nya 
sendiri memiliki empat war-
ung tani yang mengkonsen-
trasikan pada penjualan bibit, 
pupuk, sampai pulsa elektrik. 
Unit usaha industri kompos 
menyediakan pupuk organik 
yang dijual dengan harga spe-
sial, khusus untuk anggota. 
Unit usaha transportasi me-
nyediakan pengangkutan hasil 
produksi, dan unit usaha ter-
minal organik yang akan me-
masarkan produk hasil perta-
nian milik anggota.

“Alhamdulillah, omzet pen-
jualan keempat koperasi ini 
untuk tiap bulannya telah men-
capai angka 15 juta rupiah” 
tambah Putro.

Darta, seorang petani dan 
anggota KSPI Bogor  Basis SPI 
Cikareo mengatakan bahwa ke-
hadiran KSPI ini sebenarnya su-
dah cukup lama ditunggu oleh 
petani dan masyarakat sekitar. 
Dia mengatakan bahwa KSPI 
membantunya dalam mencari 
pupuk dan benih yang berkual-
itas untuk produksi taninya.

“Tapi masih juga yang me-
mandang sebelah mata, mere-
ka pikir kehadiran koperasi ini 
tidak akan bertahan lama, oleh 
karena itu saya beserta seluruh 
anggota KSPI ini akan menun-
jukkan bahwa koperasi ini 
mampu menjadikan kehidupan 
petani lebih berdaulat” ungkap 
Darta.

Cecep Risnandar, Ketua De-
partemen Koperasi SPI menye-
butkan dalam Garis-Garis Besar 
Haluan Organisasi (GBHO) SPI, 
ditegaskan bahwa perekono-
mian pedesaan harus dibangun 
melalui sistem koperasi yang 
berbasiskan kekayaan lokal 
dan memaksimalkan peran 
aktif masyarakat desa dengan 
menggunakan prinsip solidari-
tas dan gotong royong.

“Pembangunan pereko-
nomian juga harus menguta-
makan sektor pertanian dan 
industri pedesaan yang berba-
siskan pertanian, sehingga bisa 
mewujudkan sistem ekonomi 
pedesaan yang mandiri dan 
berkelanjutan” tambah Ce-
cep.#

Aksi Massa SPI, 24 September 2010 
Peringatan 50 Tahun UUPA No.5 Tahun 1960 : 

"Laksanakan Segera Pembaruan Agraria Sejati (PAS) 
demi Keadilan Sosial Indonesia” 

Kontak: Syahroni 081384679992
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TOLAK WTO

Kedaulatan Pangan Jalan Keluar dari Ancaman Krisis Pangan

Petani yang mandiri akan tercipta begitu kedaulatan pangan nusantara tercapai.

Kedaulatan pangan adalah hak 
setiap bangsa dan rakyat untuk 
menentukan kebijakan-kebi-
jakan pertanian dan pangannya 
sendiri, untuk melindungi dan 
mengatur produksi pertanian 
domestik dan perdagangan 
untuk mencapai tujuan-tujuan 
pembangunan yang berkelan-
jutan, menentukan jumlah 
yang dapat dipenuhi sendiri 
dan membatasi pasar lokal 
dari produk-produk dumping. 
Kedaulatan pangan tidak me-
negasikan perdagangan, tetapi 
justru mempromosikan peru-
musan kebijakan-kebijakan 
perdagangan yang melayani 
hak-hak rakyat atas keamanan, 
kesehatan, dan keberlanjutan 
produksi secara ekologis.

Dalam upaya menciptakan 
kedaulatan pangan, pemerin-
tah haruslah melaksanakan ke-
bijakan–kebijakan yang mem-

promosikan keberlanjutan, 
berlandaskan pada produksi 
pertanian keluarga diband-
ingkan dengan kebijakan yang 
mengedepankan industri, 
tingginya asupan (input),dan 
produksi yang berorientasi 
eksport. Dengan demikian jika 
pendekatan melalui hak, maka 
kedaulatan pangan berarti me-
nyangkut faktor-faktor mulai 
dari penguasaan, kepemilikan 
dan pengelohan alat produksi, 
proses produksi hingga distri-
busi dengan hal-hal yang me-
nentukan  sebagai berikut:
1. Kebijakan Pasar:
Menjamin harga-harga yang adil 
dan layak bagi seluruh petani. 
Menjalankan hak-hak negara 
untuk melindungi pasar dalam 
negeri dari serangan harga im-
port murah dan spekulan. Men-
gatur produksi untuk kebutu-
han pasar dalam negeri untuk 

mengatasi surplus. Menghen-
tikan subsidi bagi usaha perta-
nian yang tidak berkelanjutan, 
dan ketidakadilan bagi penye-
wa dan buruh tani, dan men-
dukung usaha – usaha yang 
mendukung dilaksanakannya 
pembaruan agraria, dan perta-
nian berkelanjutan.
2. Jaminan Pangan, Kualitas 
dan Lingkungan Hidup:
Mengontrol penyebaran hama, 
dan penyakit untuk menjamin 
pangan. Menjamin kualitas 
pangan yang diinginkan oleh 
rakyat. Menciptakan mekan-
isme di tingkat nasional untuk 
menjamin kualitas lingkungan 
hidup, sosial dan kesehatan.
3. Penguasaan, pemilikan dan 
pengelolaan terhadap sumber-
sumber agraria:
Meningkatkan keadilan ter-
hadap penguasaan, pemili-
kan dan pengelolaan sumber 
agraria, seperti  tanah, air, dan 
alat – alat produksi lainnya. 
Melindungi petani terhadap 
keanekaragaman dan keka-
yaan hayati yang mereka mi-
liki dan kebebasan petani un-
tuk melakukan tradisi saling 
tukar menukar benih–benih. 
Melarang pematenan makhluk 
hidup dan rezim pematenan 
kekayaan intelektual. Merevita- 
lisasi terhadap hukum-hukum 
adat masyarakat setempat un-
tuk melindungi sumber–sum-
ber agraria dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya.
4. Produksi dan Konsumsi
Membangun ekonomi pangan 
lokal yang berdasarkan pada 
proses produksi dan pemasa-
ran pangan di tingkat lokal.
5. Keterbukaan pada informasi
Adanya informasi yang jelas 
dan terbuka tentang label, isi 
dan proses pembuatan pangan 
yang di perdagangkan. Adanya 
keterbukaan, akuntabilitas bagi 
yang memproduksi makanan 
dan memperhatikan hak asasi 
manusia. Menciptakan adanya 
undang–undang anti monopoli 
dalam produksi pangan yang 
berjalan.

Aset dan akses reforma 
atas tanah serta sarana lainnya 

bagi para buruh tani adalah 
jawaban bagi persoalan kela-
paran dan ancaman krisis pan-
gan. Produksi pangan tidak di 
tangan perusahaan tetapi jus-
tru dihasilkan dan dinikmati 
oleh keluarga tani. Sehingga 
perlu dilakukan distribusi dan 
redistribusi tanah pertanian 
pada petani. Agar pelaksanaan 
pembaruan agraria dapat me-
menuhi rasa keadilan, maka 
pembaruan agraria harus dap-
at menyelesaikan semua konf-
lik dan sengketa agraria yang 
telah terjadi dari masa lalu dan 
yang terjadi saat ini. Pemerin-
tah juga harus berupaya untuk 
menciptakan peraturan yang 
tidak memberikan peluang ter-
jadinya konflik agraria.

Penataan struktur agraria 
yang berhubungan di sektor 
pertanian dan kaum tani har-
uslah dimulai dari pelaksan-
aan program land reform. Yaitu 
suatu upaya yang mencakup 
pemecahan dan penggabun-
gan satuan-satuan usaha tani, 
dan perubahan skala pemi-
likan. Kemudian dilanjutkan 
dengan peningkatan kemam-
puan petani dengan berbagai 
program-program pendidikan, 
upaya penyediaan subsidi, 
pemilikan teknologi pertanian, 
sistem distribusi/perdagangan 
yang adil, dan mendorong tum-
buhnya organisasi-organisasi 
massa petani dan koperasi 
petani, serta infrastruktur lain-
nya.

Dalam konteks nasional, se-
bagai negara dengan mayoritas 
pendudukan adalah petani dan 
sumber-sumber agraria yang 
melimpah, maka kepentingan 
nasional Indonesia adalah per-
lindungan atas sumber-sum-
ber agraria dan produk-produk 
pertanian demi kepentingan 
ekonomi nasional dan kemak-
muran bangsa Indonesia.

Sukardi Bendang, 
Ketua Badan Pelaksana Wilayah 
(BPW) Serikat Petani 
Indonesia Sumatera Barat
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Pak Awang, Si Profesor Pepaya

PEJUANG TANI

JAKARTA.  Siang itu matahari 
bersinar cukup terik di desa 
Warung Kiara. Puluhan petani 
anggota Serikat Petani Indo-
nesia  (SPI) Cabang Sukabumi 
sedang sibuk mempersiapkan 
penanaman pepaya organik 
dalam rangka penataan lahan 
reklaiming sekaligus perayaan 
ulang tahun SPI yang ke 12. Di 
antara puluhan petani tersebut 
tampak seorang pria setengah 
baya memberikan instruksi 
mengenai cara penanaman 
pepaya yang ideal. Pria ini  
akrab dipanggil dengan sebu-
tan Pak Awang.

“Hati-hati kalau menge-
luarkan bibit pepaya ini dari 
polybag, jangan sampai rusak 
karena bisa mengakibatkan 
bibit tidak akan tumbuh dan 
mati sebelum besar” ucap Pak 
Awang sambil menunjukkan 
cara memindahkan bibit pep-
aya dari wadah polybag ke ta-

nah.
Pak Awang adalah seorang 

petani biasa yang diberi gelar 
profesor pepaya oleh rekan-
rekannya sesama petani. Gelar 
profesor pepaya ini didapat Pak 
Awang berkat keterampilan 
dalam hal pepaya, mulai dari 
menghasilkan bibit unggul, pe-
meliharaan pepaya, pembuatan 
pupuk organik, hingga ramuan 
organik khas untuk menangkal 
dan menghilangkan hama tana-
man pepaya.

Pria yang lahir dengan 
nama Anwar ini menjelaskan 
bahwa keterampilan ini dida-
patkannya secara bertahap 
mulai dari awal tahun 80-an 
ketika dia mulai bertani. Pada 
tahun 1985, berkat ketekunan-
nya  Pak Awang pun sudah mu-
lai memasarkan hasil taninya 
dan memiliki jaringan pemasa-
ran yang cukup baik.

“ Karena kualitas pepaya 

yang cukup bagus, saat itu saya 
sudah menjadi pemasok pep-
aya rutin dari beberapa hotel 
besar di Jakarta ” ungkapnya.

Karena jumlah permint-
aan yang semakin meningkat, 
pria kelahiran tahun 1958 ini 
merasa sedikit kewalahan. 
Oleh karena itu dia berinisi-
atif untuk mulai memasarkan 
pepaya hasil para petani lain-
nya yang memiliki kualitas 
yang tidak jauh beda dengan 
kualitas pepaya miliknya. Pada 
saat inilah dia bertemu den-
gan seorang petani keturunan 
Tionghoa yang memberinya 
“ilmu” tentang pepaya. “Petani 
itu memberikan saya seluruh 
ilmunya tentang pepaya kar-
ena keturunannya tidak ada 
yang berminat untuk menerus-
kan jejaknya menjadi seorang 
petani” tutur suami dari Mar-
siah ini.

Berbekal ilmu dari petani 
Tionghoa tersebut ditambah 
dengan keterampilannya send-
iri, Pak Awang terus melaku-
kan penelitian pribadi men-
genai pepaya. Mulai dari uji 
benih, pembuatan penangkal 
hama pepaya alternatif, hingga 
pembuatan pupuk organik di-
lakukannya sehingga akhirnya 
memiliki keterampilan seperti 
sekarang ini.

Pak Awang menjelaskan 
bahwa alam sekitarnyalah yang 
banyak menginspirasi dalam 
menghasilkan temuan-temuan. 
“Saya dulu bertani memakai 
bahan kimia, namun akhirnya 
beralih ke pertanian organik 
dan hasilnya pepaya menjadi 
lebih bagus, lebih pulen dan 
lebih manis” kata ayah dari se-
orang putra dan seorang putri 
ini.

Pria yang menjadi anggota 
SPI Cabang Bogor ini menjelas-
kan bahwa dari hasil seleksi 
dan uji benih yang dilakukan-
nya satu buah pepaya mampu 
menghasilkan empat jenis 
pepaya yang berbeda. Satu 
buah pepaya Bangkok mampu 
menghasilkan benih pepaya 
paris, pepaya semangka, pepa-
ya burung, dan pepaya bunga.

Jaya, Ketua SPI Cabang Bo-
gor menceritakan bahwa dulu-
nya Pak Awang hanya memiliki 
sebidang tanah tandus dan ker-
ing. “Tanah tandus itu berhasil 
“disulap” Pak Awang menjadi 
subur kembali. Saat ini Pak 
Awang sudah memiliki 3.000 
pohon pepaya produktif ” tutur 
Jaya.

Namun Jaya menambah-
kan Pak Awang sedikit kurang 
telaten dalam mengurus aset-
asetnya. “Kalau saja Pak Awang 
lebih pintar mengatur cash 
flow-nya mungkin saat ini dia 
sudah punya lahan ratusan 
hektar” tambah Jaya.

Anak keempat dari 10 ber-
saudara ini juga tidak pelit da-
lam membagi ilmunya kepada 
sesama petani kecil, khususnya 
anggota SPI. Pak Awang men-
ceritakan bahwa sudah banyak 
petani lainnya yang sukses set-
elah menerapkan ilmu pertani-
an miliknya.“Bahkan udah ada 
yang sampai naik haji”, tam-
bahnya.

Bertani pepaya cukup men-
janjikan. Pak Awang menjelas-
kan bahwa dalam masa delapan 
bulan pepaya miliknya telah 
siap untuk dipanen dengan 
rata-rata satu pohon mampu 
menghasilkan 40 hingga 50 kg. 
Panen pun akan terus berlang-
sung selama empat tahun yang 
bisa dipanen setiap seminggu 
sekali.  Dengan buah yang lebih 
manis dan kulit buahnya meng-
kilap, pepaya Pak Awang mam-
pu mencukupi kebutuhan di 
tujuh Kecamatan di Kabupaten 
Bogor.

Pak Awang yang saat ini 
berdomisili di desa Ciaruteun 
Ilir, juga aktif di Pusdiklat Per-
tanian Berkelanjutan SPI di Bo-
gor. Setiap ada sekolah lapang 
pertanian berkelanjutan SPI, 
Pak Awang selalu menjadi pen-
gajar tambahnya.

“Saya senang berbagi ilmu 
kepada petani dari daerah lain, 
hal ini juga menambah pengeta-
huan saya dan untuk mengem-
bangkan dan menyebarluaskan 
sistem pertanian berkelanjutan 
SPI ini” tambahnya.#

Pak Awang, Si profesor pepaya asal Bogor
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Gambar Atas:  Panitia lokal Pencanangan penataan produksi pertanian berkelanjutan, budidaya pepaya organik dalam rangka 
Hari Ulang Tahun Serikat Petani Indonesia (SPI) yang ke 12 (15 Juli 2010) di Sukabumi

Gambar kiri bawah: Kunjungan dan konsolidasi Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih ke SPI Nusa Tenggara 
Timur.

Gambar kanan bawah: Konsolidasi ke SPI Nusa Tenggara Barat (27-31 Juli 2010)

Seruan Aksi 24 September 2010, Peringatan 50 Tahun UUPA No.5 Tahun 1960 :
Laksanakan Segera Pembaruan Agraria Sejati demi Keadilan Sosial Rakyat Indonesia

www.spi.or.id


